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Kata Pengantar

Bagi kami yang teribat dalam penulisan buku ini,
multikulturalisme merupakan sebuah tawaran konseptual yang
sangat penting untuk mengelola keragaman agama, budaya, etnis,
status sosial dan kepetingan politik yang telah menjadi realitas tak
terbaantahkan di  Indonesia. Kami memandang bahwa
multikulturalisme penting untuk didesakkan ke dalam kesadaran
publik, dan diseminasikan sebagai kebijakan politik dalam
mengleloa keragaman berbangsa dan bernegara. Kampanye
tentang multikulturalisme diharapkan sebagai strategymuntuk
memperkuat integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakafh

DN dan agama [N

atau
fenomena radikalisme yang dalam satu dekade terakhir tumbuh

bersama eforia kebelasan di Indonesia.
Pengenalan




Selama proses penelitian lapangan hingga penulisan buku
ini, kami telah dibantu oleh banyak pihak yang turut menentukan
kesuksesan karya 1ini. Oleh sebab itu, perkenan kami
menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan vyang
setinggi-tingginya atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan,
meskipun kami sangat menyadari bahwa ucapan terimakasih tentu
belumlah sebanding dengan semua kebajikan dan ketulusan yang
telah kami terima.

Ucapan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada
Rektor IAIN Ambon Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, yang telah
menetapkan kami sebagai penerima bantuan Hiba Penelitian LP2M
IAIN Ambon 2019, sekaligus memberikan izin kepada kami, yang
saat ini memangku jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM), untuk memanfaatkan waktu-waktu tertentu guna
menyelesaikan proyek penelitian hingga penulisan buku ini.
Trimakasih juga kepada para kolega dan staf di LPM, yang telah
mensuport kami dan menjadi rekan kerja dan debat yang
konstruktif. Demikian juga kepada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah mensuport
penelitian kami dengan alokasi anggaran hingga berkenan
menerbitkan buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan
kepada para reviewer dan tim penilai yang telah banyak
memberikan masukan konseptual terhadap naskah proposal,
hingga laporan akhir penelitian, hingga draft awal buku ini
sehingga pada akhirnya dapat dipublikasikan. Ucapan terimakasih
yang tulus juga disampaikan kepada para informan di IAIN
Ambon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Ar-Raniri

iii




Banda Aceh yang telah memberi kesempatan wawancara yang
sangat bersahabat dan terbuka selama proses penelitian ini.
Akhirnya kami berharap semoga buku ini bisa membawa
manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, maupun secara praksis sebagai masukan bagi proses
pengarusutamaan gagasan multikulturalisme di Indonesia. Sebagai
sebuah karya ilmiah, kami menyadari bahwa buku ini mungkin
masth jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat
megharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari khalayak

pembaca untuk menyempurnakan buku ini.

Ambon, Oktober2019
Tim Penulis

v




Daftar Isi

Halaman Judul-1

KDT-ii

Kata Pengantar -iii
Daftar Isi-iv

BAB 1

A

BAB 11

BAB 111

PENDAHULUAN-1
Multikulturalisme di Pergruan Tinggi-1
Fokus Kajian dalam Buku ini-9

DISKURSUS TEORITIK TENTANG
MULTIKULTURALISME DAN
PELEMBAGAANNYA-14

Multikulturalisme dalam Berbagai Publikasi-14

Kerangka Teori Multikulturalisme dan Reproduksi
Sosial-15

GAGASAN MULTIKULTURALISME DI TIGA
PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA-
28

Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam-
28

1. Sejarah Pendirian Perguruan Tinggi Islam-29

2. Menguatnya (Gagasan Moderasi dan
Multikulturalisme di PTKIN -44

Fenomena IAIN Ambon sebagai Kampus Multikural-

50

1. Sejarah Singkat IAIN Ambon-50

2. Visidan Misi IAIN Ambon sebagai Kampus
Multikultural-56

3.  Wacana Multikulturalisme dan Transformasi
Akademik di IAIN Ambon-58




BAB IV

UIN Syarif Hidayatulla Jakarta dan Pengembangan

Islam Mazhab Ciputat-64

1. Sejarah Singkat UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta-64

2. Visi, Misi dan Pengembangan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta-73

3. Atmosfir Akademik dan Wacana
Multikuturalisme di UIN Sahid Jakarta-76

UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Kampus Islam di Negeria

Syariat-87

1. Sejarah Singkat UIN Ar-Raniri Banda Aceh-87

2. Visidan Misi UIN Ar-Raniri Banda Aceh-90

3. Atmosfir Akademik dan Wacana
Multikulturalsme di UIN Ar-Raniri Banda
Aceh-92

REPRODUKSI MULTIKULTURALSIME DI

PERGURUAN TINGGI ISLAM INDONESIA -98

Narasi Multikuturalisme di Perguruan Tinggi Islam-

98

Keterlibatan Aktor dalam Mempromosikan

Multikuralisme -116

Analisis Comparatif terhadap Model Pelembagaan

Multikulturalisme -122

Pendidikan Multikulturalisme di Perguruan Tinggi

dan Kontribusinya -128

PENUTUP-133

Kesimpulan -133

Saran dan Rekomendasi-135

Daftar Pustaka-137

Lampiran-lampiran

vl




Vil




BAB1
PENDAHULUAN

A. Multikulturalisme di Perguruan Tinggi

Indonesia telah ditakdirkan sebagai salah satu bangsa besar
yang multikultur, terdiri dari beragam suku bangsa, agama, budaya
dan sistem social yang bisa hidup bersama sebagai sebuah bangsa.
Menurut Furnival, secara fakctual Indonesia adalah sebuah
fenomena pluralistic society yang sulit dicari tandingannya di
belahan dunia manapun.' Perjalanan sejarah yang panjang sebagai
sebuah bangsa, telah menghadirkan realitas keragaman yang luar
biasa. Sebuah data menyebutkan bahwa terdapat sekitar 350
bahasa, 600 suku bangsa dengan identitas masing-masing, juga
terdapat 6 macam agama resmi yang diakui negara serta ratusan
agama dan kepercayaan lokal yang masih hidup dalam sistem
masyarakat di berbagai daerah.”

Selama rezim Orde Baru, fakta keragaman dalam
masyarakat tersebut dianggap sebagai potensi konfliktual yang
dihadapi dengan cara-cara yang hegemonik. Negara melakukan
penyeragaman dengan memaksakan identitas nasional yang
tunggal, dan menghadapai penolakan dengan tindakan represif dan
milteristik. Namun sejumlah konflik komunal yang terjadi di paruh
akhir Orde Baru, menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola

! Lihat tulisan klasik Furnivall, Netherlands h

I 5:)

> TIM BPS, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa
Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010. (Jakarta: Badan
Pusat Statistik. 2011). Lihat juga data LIPI, 2009
1




keragaman dan perbedaan yang telah menjadi sesuatu yang omni
present dalam masyarakat.’

Setelah dimulainya era reformasi, dunia akademik di
Indonesia turut bekerja keras untuk mencari konsep pengelolaan
keragaman yang diharapkan mampu menjaga eksistensi diversitas
di satu sisi, namun juga mengokohkan dan merawat kepentingan
dan keutuhan nasional di sisi yang lain. Proses pencarian konsep
itu, ada yang dikembangkan dari nilai-nilai kearifan lokal yang
menjadi kekayaan budaya bangsa, dan ada juga yang diadopsi dari
teori dan konsep-konsep besar yang telah berkembang dalam
wacana soclal-politic di dunia Barat. Sebut saja misalnya teori
pluralisme, yang beberapa waktu yang lalu mengundang kritik dari
beberapa pihak, sebab dianggap menihilkan makna kebenaran dan
menganggap semua agama adalah sama. Bahkan pada tahun 2005,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa
Nomor : 7/Munas VIVMUI/11/2005 yang melarang tiga paham
ideologis yang dianggap membahayakan keimanan seorang
Muslim, yakni pluralisme, liberalisme dan sekularisme.*

Wacana lain yang kemudian banyak didiskusijgn, adalah
gagasan multikulturalisme (muliiculturalism) yang
]
B dibincangkan [ dahulu. Hal ini semakin

mengemuka setelah berbagai kgmflik sektarian yang melanda
Indonesia pasca reformasi 1998.
I dalam [N

- dan diseminasikan sebagai kebijakan politik dalam
mengleloa keragaman berbangsa dan bernegara. Mengingat

*Jacques Bertrand, Nationalism anda Ethnic Conflik in Indonesia.
(Newyork: Cambridge University Press, 2004)

* Lihat http://www.mui.or.id/files/07-Fat%20Munas-Pluralisme.pdf.
Diakses 12 September 2018
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keanekaragaman di Indonesia menjadi sebuah konfigurasi yang
harus dijaga dan ditata agar tidak berkembang menjadi potensi
destruktif, yang menimbulkan konflik dan pertikaian.’

Kampanye tentang multikulturalisme diharapkan sebagai
strategi untuk ggemperkuat integrasi dan kohesi sosial dalam

masyarakat, di dan agama [N

]
]
atau fenomena radikalisme yang dalam satu
dekade terajghir tumbuh bersama eforia kebebasan di Indonesia.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia,
multikulturalisme diperlukan untuk membangun kesadaran
beragama yang saling menghormati dan menghargai. Melalui

multikulturalisme agama-agama diberi kesempatangghidup dan

berkembang dengan keunikannya masing-masing.

I budaya -

3 Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan
Kewarganegaraan”. Dalam Wawan Gunawan (edit.) Figh Kebenikaan
(Bandung: Mizan, 2015)

®  Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan
Kewarganegaraan”. Dalam Wawan Gunawan (edit.) Figh Kebenikaan
(Bandung: Mizan, 2015), h. 182
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- Dalam konteks ini, _ diharagan mereduksi

syndrome mayoritas dan minoritas yang destruktif.

[

“kesatuan”

=]
9]
=
=]
&
]
=

Kondisi ini memperluas kajian tentang multikulturalisme
yang sudah mulai berkembang dalam khasanah pemikiran sosial
dan politik. Multikulturalisme dianggap relevan dengan kondisi
sosial politik Indonesia dan menyediakan kerangka konseptual

yang cukup memadai untuk membangun sebu:‘negara bangsa di

atas keragaman agama, etnis, dan budaya.®
multikultur dapat

R — toleran

I (oo existence), NN

Konsepsi positif tentang [, telah

mendorong perbincangan akademik dan intelektual yang serius di
perguruan tinggi, dijadikan bahan seminar, menjadi objek kajian di
pusat-pusat studi, bahkan diadopsi sebagai visi dan misi lembaga;

! h, “Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi

Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,”

¥ Lihat Raihani, Creating Multicultural Citizens, A Potrayal of

contemporary Indonesian Education, (New York: Routledge, 2017)
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pemerintah, organisasi masyarakat sipil, bahkan juga menjadi visi
perguruan tinggi. Tampaknya perguruan tinggi Islam juga tidak
diam mencermati wacana ini. Ada lembaga yang mengadaptasi
secara terbuka dan melembaga, meski ada juga yang masih dalam
proses diskursus ilmiah. Perguruan tinggi Islam di Indonesia juga
mulai menyadari tentang pentingnya membangun konsep
pengelolaan keragaman untuk kehidupan social yang lebih baik,
dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal. Oleh
sebab itu, dalam satu dekade terakhir gagasan multikulturalisme
mulai menjadi diskursus akademik, dan terus direproduksi sebagai
wacana intelektualitas yang penting di sejumlah perguruan tinggi
Islam. Lembaga pendidikan Tinggi seperti UIN, IAIN dan STAIN
mulai mendorong gagasan tentang Islam dan Multikulturalisme
dan peluang pelembagaanya di Indonesia.

Beberapa intelektual dar1 kalangan perguruan tinggi Islam
juga semakin intens mendorong wacana multikulturalisme
tersebut. Misalnya dua intelektual terkemuka yakni; Amin
Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga, Azumardi Azra dari UIN
Syarif  Hidayatullah  Jakarta. @ Bagi  Amin  Abdullah,
multikulturalisme bisa menjadi tawaran alternatif yang menarik
dalam pembangunan masyarakat multi etnik dan religi dibanding
kerangka konseptual yang ditawarkan pluralisme (apalagi
pluralisme sendiri menghadapi sitigma negative para ulama).’
Sedangkan bagi Azra multikulturalisme bisa membantu umat Islam
untuk membangun kesadaran keragaman (plurality), kesataraan
(equality), kemanusiaan (humanity), keadilan (justice), dan nilai-
nilai demokratis (democratic value).'" Secara fundamental, nilai-

? Lihat tulisan M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi M{8®ologi Studi
Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”,
)
" Azyumardi Azra, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai
gagasan yang Berserak, (Bandung: Nuansa, 2005). Lihat juga Azumardi Azra,
5




nilai yang ditawarkan gagasan multikulturalisme sebagaimana
diungkap Azra, dianggap memiliki relevansi dengan nilai-nilai
Islam universal yang selama ini menjadi concern kaomunitas
peruguruan tinggi Islam di Indonesia.

Oleh sebab itu, proses pelembagaan gagasan
multikulturalisme terus dilakukan secara sistematis. Setidaknya
ada tiga perguruan tinggi Islam yang intens mereproduksi gagasan
tentang multikulturalisme, yakni Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas [slam Negeri (UIN) Sunan
Kalijjaga Yogyakarta dan Institut agama Islam Negeri (IAIN)
Ambon. Pada lembaga yang pertama telah dibentuk lembaga-
lembaga studi seperti Study of Religion and Culture (CSRC) yang
di dalam visi dan misinya mengkaji secara serius wacana Islam
inklusif dan multikultural. Munculnya berbagai studi dalam bentuk
skripsi, tesis dan disertasi di UIN Syarif Hidayatullah yang
mengkaji tentang multikulturalisme, menunjukkan adanya
pengarusutamaan (mainstreaming) konsep multikulturalisme di
Kampus Ciputat. Beberapa pemikir utama yang diwakili oleh
Azumardi Azra, Fuad Jabali, Zakiyudin Baidhowi dan yang
lainnya juga semakin intens memperbincangkan wacana
multikulturalisme. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, gagasan
multikulturalisme tidak dilembagakan secara formal, namun
diimplementasikan dalam pandangan-pandangan inklusif di
universitas, serta dijadikan landasan argumentasi tentang
penerimaan mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis, agama

“Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal
Ika”. Paper presented at Simposium Internasional Antropologi Indonesia ke-3,
(Denpasar: Universitas Udayana, 2002) diakses melalui
https://www.researchgate.net/publication/307829218 (13 September 2018)
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dan kepercayaan. Saat ini ada lebih dari seratus mahasiswa dari
agama selain muslim yang diterima kuliah di sini.!!

Sedangkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
gagasan multikulturalisme telah diadopsi sebagai wvisi misi
lembaga. Secara jelas disebutkan bahwa visi IAIN Ambon adalah
“profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan,
kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural di
kawasan ASEAN pada 2032.” Pencantuman konsep multikultural
menandai arah baru pengembangan akademik di IAIN Ambon
yang semakin responsive dengan kondisi kultural masyarakat
Maluku yang secara nyata sangat multikultur, dan baru sembuh
dari luka konflik agama selama lebih satu dekade yang lalu (1999-
2004)."* Pada tataran praksis atau sebagai implementasi dari visi
multikulturalisme, IAIN Ambon mencoba mengembangkan sistem
akademik yang mengarah kepada ide-ide multikulturalisme. Mulai
dari perubahan kurikulum yang mewajibkan pengajaran mata
kuliah multikulturalisme di semua jenjang pendidikan di IAIN
Ambon, pembentukan beberapa pusat studi seperti; Ambon
Reconciliation and Mediation Center (ARMC), dan Center for
Multicultural Education in Indonesia (CMEI), dan terakhir
menerima mahasiswa dan dosen non-Muslim. Meskipun sejuh ini
proses pelembagaan tersebut masih terus mencari bentuk, namun
arah pengembangan akademik semakin mengukuhkan eksistensi
kampus ini sebagai kampus mulim dengan spirit multikultural di
kawasan timur Indonesia.

' Secara tegas Rektor UIN Jakarta mengatakan, “Non Muslim Boleh
Belajar di UIN Jakarta,” lihat berita http://www.uinjkt.ac.id/id/rektor-non-
muslim-boleh-belajar-di-uin-jakarta/

2 Lihat berita online https://www.arrahmah.com/2015/01/09/bawa-
mahasiswi-ke-gereja-uin-jatuhkan-sanksi-pada-dosen-rosnida/.  Diakses 27
Agustus 2018
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Sementara itu di beberapa perguruan tinggi Islam yang lain,
masih ada komunitas akademik, atau kelompok masyarakat yang
masih terus mempertanyakan kehadiran wacana multikulturalisme,
dan menganggapnya sebagai konsepsi Barat yang perlu ditolak. D1
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri Banda Aceh, pernah
terjadi perdebatan sengit tentang ide dan gagasan pluralisme dan
multikulturalisme yang dianggap berbahaya bagi pemahaman
keagamaan. Peristiwa kecaman yang pernah diterima dosen UIN
Ar-Rani Dr. Rosnida Sari, karena mengajak mahasiswa studi
banding di sebuah gereja di Banda Aceh merupakan salah satu
contohnya. Padahal menurut Rosnida, melalui kegiatan tersebut dia
ingin mahasiswa UIN A-Raniri mengembangkan pemahaman
akademik tentang multikulturalisme secara langsung di komunitas
yang berbeda guna membangun “jembatan perdamaian” bagi umat
Kristiani dan Islam di kota berjuluk “Serambi Mekah” itu.!® Tidak
disangka kegiatan ilmiah tersebut justru dipandang sebagai
penghinaan terhadap Islam, sehingga menuai kecaman dan juga
ancaman pembunuhan.'® Rosnida dituduh sebagai intelektual
lulusan universitas di Barat yang membawa paham-paham sekuler-
liberal, seperti pluralisme dan multikulturalisme yang
membahayakan Islam. Majelis Intelektual dan Ulama Muda
Indonesia (MIUMI) Aceh mengeluarkam kecaman keras terhadap
Rosnida, dan meminta pemerintah dan perguruan tinggi Islam agar
melarang kebijakan mengirim dosen-dosen untuk belajar Islam di
negara-negara non-Muslim. Belajar Islam di Barat diyakini hanya
menggerus keimanan dan menjauhkan seorang Muslim dari
agamanya.

13 Saidin Ernas, Rosnida, Mukti Ali, dan Larangan Belajar Islam di
Barat. Dimuat dalam Ambon Expres, 12 Februari 2015
14 Lihat situs berita Merdeka,
https://www.merdeka.com/peristiwa/dosen-iain-aceh-ajak-mahasiswa-kuliah-
di-gereja-diancam-dibunuh. html. diakses tanggal 27 Agustus 2018
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Berbagai upaya mengkaji dan mengembangkan gagasan
multikulturalisme di berbagai perguruan tinggi Islam, terutama di
tiga perguruan tinggi yang dikemukakan di atas bisa menjadi bahan
kajian menarik. Fenomena ini menjadi contoh bagaimana
perguruan tinggi Islam di Indonesia berusaha menemukan best
practise dari proses reproduksi gagasan multikulturalisme yang
dikembangkan dan bagaimana hal itu dilembagakan dalam
berbagai kebijakan akademik, kurikulum dan atmosfir keilmuan di
perguruan tinggi Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian
tentang reproduksi gagasan multikulturalisme yang hendak
dikembangkan dalam penelitian in1 memiliki dua makna penting.
Pertama, sebagai bentuk evaluasi atas perkembangan gagasan dan
wacana multikulturalisme di perguruan tinggi Islam, yang dapat
memperkuat kampanye pengembangan Islam moderat, Islam
Washatiyah, Islam Nusantara dan berbagai gagasan inklusif
lainnya. Kedua, Studi ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana
sebuah gagasan akademik yang lahir dari pandangan ilmiah di
Barat, dapat diadaptasi, dikembangkan dan diperdebatkan oleh
komunitas PTKI, yang kemudian dikonstruksi sebagai bagian dari
visi Islam di Indonesia yang moderat dan damai.

B. Fokus Kajian dan Metode gumpulan Data

Berdasarkan pembahasa:—
B utama [ hendak dikaji [ buku [N
adalah “reproduksi gagasan m ulturalisme di perguruan tinggi
Islam di Indonesia™. Buku inih memberi -
manfaat | onscptua [
I akan melakukan

refleksi kritis terhadap konstruksi gagasan multikulturalisme yang
menjadi worldview perguruan tinggi Islam di Indonesia. Terutama
terkait dengan teorisasi wacana multikulturalisme yang
dibicarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian

9




Islam dan masyarakat. Kedua, secara praksis penelitian ini
diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemimpin dan pemangku
kepentingan di perguruan tinggi untuk merumuskan kembali model
studi, kurikulum, dan program lainnya yang mampu
mengiternalisasi konsepsi multikulralisme kedalam atmosfir
akademik di universitas. Dengan begitu eksistensi perguruan tinggi
Islam di Indonesia bisa memberikan kontribusi nyata dalam
pengelolaan keragaman dan perbedaan dalam masyarakat di
Indonesia.

Buku ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian
institusional dengan pendekatan kualitatif, yang
mengkombinasikan studi lapangan (field research) dan studi
pustaka (libarary research). Tiga perguruan tinggi Islam yang
dipilih sebagai objek dalam kajian buku ini adalah, yakni; IAIN
Ambon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Ar-Raniri
Banda Aceh diharapkan bisa memberikan gambaran tentang
bagaimana gagasan tentang multikulturalisme dipahami dan
dilembagakan dalam tradisi akademik di perguruan tinggi Islam di
Indonesia. Selain adanya dinamika yang berbeda dalam proses
pengarusutamaan gagasan multikulturalisme di ketiga perguruan
tinggi Islam tersebut, ketiganya juga dipilih karena diasumsikan
dapat mewakili profil perguruan tinggi Islam dari tiga wilayah

utama @@@Indonesia (Timur, Tengah dan Barat).
di [ buku

ang didukung oleh

penelitian pustaka (library research).

Penulis telah melakukan pengamatan
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(observation) di tiga perguruan tiga Islam yang mewakili tiga
wilayah (region) di Indonesia. Pertama, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ambon yang terletak di Kota Ambon Provinsi
Maluku. Kedua, Universitas Islam Neger (UIN) Syarif
Hidayatullah yang terletak di Ciputat pinggiran ibu kota negara
Jakarta. Ketiga, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri yang
terletak di Banda Aceh Provinsi Nangro Aceh Darusslam.
Observasi diperlukan untuk melihat secara langsung dinamika
intelektual, maupun proses internalisasi dan pelembagaan nilai-
nilai multikulturalisme yang dikembangkan di ketiga perguruan
tinggi tersebut.

Penulis juga telah melakukan wawancara mendalam
(indepth interview) untuk menggali informasi langsung dari
informan kunci (key infroman) terhadap pemahaman dan gagasan,
proses pelembagaan nilai-nilai dan upaaya desimanasi gagasan
dalam ruang politik dan kebijakan.!> Dalam hal ini penulis
melakukan wawancara mendalam dengan pemimpin universitas,
dosen dan mahasiswa di Ambon, Jakarta dan Banda Aceh sebanyak
18 orang. Proses wawancara dilakukan dengan memanfaatkan dua
moementum sekaligus, yakni wawancara langsung (face to face)
juga wawancara tidak langsung yang memanfaatkan teknologi
informasi, seperti email, massanger, whatsup, dan berbagai jenis
media on-line lainnya.

Studi dokumentasi dilakukan dengan membaca buku-buku,
sikripsi, tesis, disertasi, hasil kajian di pusat-pusat studi di masing-
masing perguruan tinggi Islam. Studi pustaka dilakukan untuk
menemukan data-data primer maupun sekunder, terutama yang
terkait dengan  pemikiran dan  pemahaman  tentang
multikulturalisme,  relevansinya  dengan  Islam, hingga
implikasinya pada atomosfir akademik. Termasuk membuat studi

e
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perbandingan (comparation) dengan perguruan tinggi Islam lain di
luar ketiga perguruan tinggi yang menjadi objek dalam penelitian
ini. Berbagai dokumen tersebut mendukung dan memperkaya
analisis tentang pemahaman dan pemikiran, dan berbagai resistensi
yang mungkin timbul ketika tikulturalisme di kampanyekan.
Dengan begitu, penelitian ini
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multi ralisme di Indonesia.
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BAB 11
DISKURSUS TEORITIK
TENTANG MULTIKULTURALISME
DAN PELEMBAGAANNYA

A. Multikulturalisme dalam Berbagai Publikasi

Studi tentang multikulturalisme sudah berkembang luas di
Indonesia dalam dua dekade terakhir, terutama setelah konflik
social yang melanda Indonesia selama periode tahun 2000-2010.
Tuliasan-tulisan dari beberapa teoritisi Barat seperti Will Kymlicka
(1995) dan Biku Parekh (2008) menjadi rujukan penting dalam
kajian tentang multikulturalisme. Demikian juga catatan para
Indonesianis seperti Robert Hefner (2007) yang tekun mempelajari
transformasi  civil  society, dan mendorong  gagasan
multikulturalisme sebagai wacana politik keragaman. Sejak itu,
berbagai kajian dan penelitain tentang gagasan multikulturalisme
menjadi suatu diskursus keilmuan yang penting dalam komunitas.
Suatu fenomena yang sebetulnya juga pernah dihadapi masyarakat
Barat.

Di Inggris perdebatan tentang pentingnya gagasan
multiculturalisme dalam pengelolaan keragaman dianggap
memberikan tempat bagi komunitas Muslim yang minoritas. Studi
Ashoman Mondal pada tahun (2001), dengan judul Islam And
Multiculturalism: Some Thoughis on a Difficult Relationship,
memaparkan relevansi nilai-nilai multikulturalisme dan nilai-nilai
universal Islam. Secara praksis multikulturalisme membuka ruang
bagi komunitas muslim yang minoritas di Eropauntuk diterima dan
diakui, meski hal itu tampak membuat tidak nyaman beberapa
pemimpin konservatif. Itulah mengapa Mondal mendesak perlunya
kajian yang intensif tentang Islam dan multikulturalisme di
perguruan tinggi di Eropa, sebagai salah satu jawaban atas

13




pengelolaan keragaman di masa depan.'® Kajian yang hampir
serupa  tentang  kebutuhan  mengembangkan  nilai-nilai
multikulturalisme bagi minoritas Muslim di Eropa juga bisa
ditemukan dalam studi Krisnan Kumar, dkk., (2002).""

D1 Indonesia sendiri studi tentang multikulturalisme lebih
banyak didominasi tentang pendidikan multicultural yang
tampaknya semakin mengemuka. Sebagaimana tampak dalam
studi Fattah Hanurawan dan Peter Waterworth (1997) tentang
Multicultural Perspectives in Indonesian Social Studies Education
Curriculum.’® Studi Fattah dan beberapa publikasi lain tentang
pendidikan multikultural ingin menunjukkan kebutuhan untuk
mengembangkan sistem pendidikan yang menyerap nilai-nilai
multiculturalisme. Demikian juga beragam studi yang membahas
tentang relavansi multikulturalisme dengan nilai-nilai pendidikaan
Islam yang bisa ditemukan dalam beberapa tulisan dari Azumardi
Azra (2002), Amin Abdullah (2005), atau Baidhow1 (tt) dan yang
lainnya. Tulisan-tulisan tersebut ingin mengajukan tawaran
wawasan cultural sebagai bagian penting dari dasar-dasar
pendidikan keragaman yang penting bagi anak didik.

Penelitian ini justru ingin melihat dan memetakan secara
lebih luas tentang bagaimana pemikiran tentang multikulturalisme

16 Lihat Ashoman Mondal, dengan judul “Islam And Multiculturalism:
Some Thoughts On A Difficult Relationship”, (Brunel University, Uxbridge,
UBS&3PH. UK, 2001), diakses melalui
https://core.ac.uk/download/pdf/336643.pdf, 8 Agustus 2018

'7 Lihat Krisnan Kumar, “The Nation-State, the European Union and
Transnational Identities”, dalam Alsayyad and Manu el Castells (eds.), Muslim
Europe or Euro-Islam: Politics, Culture, and Citizenship in the Age of
Globalization (Barkele: University of California at Berkeley, 2002), h. 53-68.
Diakses melalui http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-
Dec06/6Clarke2.pdf, 8 Agustus 2018.

' Fattah Hanurawan dan Peter Waterworth (1997) tentang
Multicultural Perspectives in Indonesian Social Studies Education Curriculum,
dalam The Journal of Education, December 1997, volume 4, special edition.
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yang terus dikembangkan di berbagai perguruan tinggi Islam, dan
bagaimana para ilmuan dan pemimpin perguruan tinggi
mengadaptasi konsepsi multikuturalisme dalam sistem pendidikan
di perguruan tinggi Islam, serta secara bertahap didesakkan
kedalam kehidupan public oleh komunitas perguruan tinggi Islam.
Spirit Islam sebagai rahmat bagi semesta mengandaikan adanya
progresifitas pemahaman yang inklusif yang mendorong
komunitas perguruan tinggi Islam untuk memiliki persepektif
sendiri tentang multikulturalisme, yang secara produktif bisa
dimanfaatkan dalam pembangunan sistem pendidikan tinggi Islam,
maupun dalam mendukung pembangunan nasional

B. Kerangka Teori Multikulturalisme dan Reproduksi Sosial

Secara umum studi ini bermaksud membincangkan
bagaimana gagasan multikulturalisme di pahami, dikaji dan
dikembangkan oleh actor-aktor intelektual di perguruan tinggi
Islam di Indonesia. Oleh sebab itu ada dua teori besar yang akan
digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori multikulturalisme
yang mengandaikan pentingnya penghormatan dan pengakuan
pada keragaman etnis, agama, budaya, dan kepentingan.
Sedangkan untuk melihat bagaimana konsep multikulturalisme di
dipersepsi dan diadaptasi di perguruan tinggi maka penelitian ini
akan memanfaatkan teori reproduksi sosial, yang menyumbangkan
konsep-konsep kunci seperti actor (agensi), narasi dan
kepentingan. Berikut akan dijelaskan lebih jauh konsep-konsep
kunci dari kedua teori tersebut sehingga membentuk suatu
kerangka konseptual yang diperlukan untuk menkaji topik utama
dalam penelitian ini.

Teori tentang Multikulturalisme
Secara historis, konsep multikulturajmme mulai
digunakan dalam wacana social di dunia Barat sejak
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B Scbagaimana bisa dilihat

I o dikemukakan para ahli. Pertama, menurut

Azyumardi Azra multikulturalisme pada dasarnya adalah
pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam
berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan
terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang
terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat
juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian
diwujudkan dalam kesadaran politik.”! Kedua, menurut Bikhu
Parekh, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang
terdirt dart beberapa macam komunitas budaya dengan segala

19 Robert W. Hefner, Politik Multikulturalisme- Menggugat Realitas
Kebangsaan (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

20 Parsudi Suparlan, Multikulturalisme dalam Robert Hener Politik
Muliikulturalisme., h. 5
21 Azyumardi

\ dapat diakses dalam

%20y yumardi% .
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kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia,
suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat
serta  kebiasaan.”?  Ketiga, Lawarence Blum menyebut
multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta
penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan
keingintahuan tentang budaya etnis orang lain,** sebuah ideologi
yang mengakui dan mengagungkan perbedaan  dalam
kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.
Keempat, pengertian dari Atho Muzar yang menyebut
multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan,
penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang
majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun
mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat keban gsaan
yang sama dan mempunyai kebanggan untuk mempertahankan
kemajengmkan tersebut.?*

N omunitas,
0000000000 ]
B Meskipun demikian bila dilacak lebih

jauh pada sejumlah referensi (Fay, 1996; Rex, 1985 dalam
Suparlan, 2002), multikulturalisme lahir dari  benih-benih

22 Biku Parekh, Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan
Teori Politik. Yogyakarta: Kanisius. 2008)

* Lawrence Blum, “Recognition and Multiculturalism in Education.”
Dalam Journal of Philosophy of Education 35 (4):539-559 (2001)

** Atho Mudzhar, Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia
dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas
Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
2005),
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konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak
asasl manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-
politik. Bikhu Parech menyebut multikulturalisme bisa membuka
ruang hidup dalam kepelbagaian, sambil menumbuhkan nilai-nilai
bersam .7
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Dua konsep utama multikulturalisme yakni kesetaraan
(egality) dan pengakuan (recognition) menjadi prinsip utama yang
dapat ditemukan dalam elobaorasi para ahli. Lawrence Blum,
sebagaimana dikutip Lubis (2006), menyebut multikulturalisme
mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas
budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan
tentang budaya etnis orang lain yang berbeda.”’ Jadi prinsip dasar
multikuturalisme bukan saja terkait dengan pengakuan pada
keragaman sebagai sesuatu yang omni present, tetapi juga terdapat

3 Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and
Political Theory, (Cambridge: Harvard University Press, 2002)
2% Robert Hafner, Politik Multikulturalisme- Menggugat Realitas
Kebangsaan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 32
27 Lihat tulisan mencerahkan Akhyar Yusuf Lubis, Dekonstruksi

Epistimologi Moderen, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006)
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upaya untuk belajar terhadap keragaman dan kesediaan hidup dan
berkembang secara bersama di atas keragaman itu. Di masa depan
pandangan multikulturalisme bisa menjadi pandangan dunia
(world view) atau 1deologi politik, yang menurut Azumardi Azra
(2007) dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan
yang menekankan penerimaan terhadap realitas keragamaan,
pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan
mas yarakat. *

Sejauh ini, multikulturalisme bukan gagasan tanpa kritik,
setidaknya telah ada beberapa kritikus multikulturalisme yang
telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme.”® Kritik
terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak.
Pertama, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan
dan perbedaan (one and many).”® David Miller (1999) menulis
bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-
perbedaan antar kelompok budaya dengan  mengorbankan
berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian
multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang
berfungsi mendorong warga negara untuk mendukung kebijakan-
kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan.’' Hal ini
menurut komentar Anne Phillips (2007) akan menghancurkan
kohesi sosial, melemahkan identitas nasional, dan mengosongkan
sebagian besar dari 1isi konsep kewarganegaraan. Jika telah

M Azumardi Azra, Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali
Indonesia Bhineka Tunggal Ika. Paper presented at Simposium Internasional
Antropologi Indonesia ke-3, (Denpasar: Universitas Udayana, 2002) diakses
melalui  https://www.researchgate.net/publication/307829218 (13 September
2018)

2 Zakiyudin Baidhowi, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural,
(Jakarta: Air Langga, tt), h. 1-10

3 Michael Murphy, Multiculturalism, a Critical Intorduction, (New
York: Routledge, 2012), h. 1-30

U David Miller, Principles of Social Justice, (Cambridge: Harvard
University Press, 1999), h. 73
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sampail pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan
membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme
dalam psike kelompok-kelompok kultural.*?

Kedua, dapat terjadi benturan prinsip kesetaraan antara
elemen minoritas dalam kelompok sosial. Peneliti feminis Susan
Moller Okin (1999) misalnya, menilai bahwa agenda
multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak, atau justru makin
melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat
lokalnya. Praktik-praktik seperti poligami, penyunatan alat
kelamin perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak
perempuan termasuk anak-anak perempuan berusia dini, dan
berbagai praktik budaya yang bias gender, justru dilegitimasi oleh
multikulturalisme yang memberikan hak otonom bagi setiap
kelompok kultural untuk melanggengkan tatanan sosial masing-
masing. Jika tatanan sosial dari kelompok kultural tersebut
didasarkan atas sistem patriarki, kata Okin, posisi perempuan
dalam masyarakat itu sangat lemah.*”

Anne Phillips (J@07) menganalisis situasi ini sebagai
benturan antarprinsip

iz

Anne Philips, Multiculturalism Without Culture, (New Jersey:
Princeton University Press, 2007), h. 13

3% Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Bad for Woman? (Princeton:
Princeton University Press, 1999), h, 12-17
20
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nilai yang terlembagakan, baik didalam dunia akademik maupun
arena social masyarakat secara luas.*

1. Reproduksi Sosial Multikulturalisme

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perkembangan
multikulturalisme yang dikembangkan di Indonesia, bukan
merupakan sesuatu yang hadir tiba-tiba, tanpa dinamika tertentu
menuntunnya. Sebagai sebuah konstruksi teoritik,
multukulturalisme dihadirkan sebagai sebuah pilihan ideology
yang menuntut perlunya pengembangan masyarakat secara
beradab dan demokratis. Menghargai perbedaan-perbeadan
kultural, etnis, dan agama yang telah omni presence dalam
masyarakat. Proses-proses tersebut harus dilihat sebagai sebuah
gerak pengetahuan, politik dan sosial yang saling bertarung untuk
memperebutkan tempat dalam ruang pengetahuan di kampus, di
masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks pelembagaan nilai tersebut, maka Piere
Bourdieu (1977) telah memperkenalkan konsep habitus dan field
(ranah) untuk menganalisis gerak sosial dalam masyarakat yang
semakin dinamis. Pemanfaatan kerangka teoritis Bourdeu untuk
menganalisis keterlibatan individu dalam sebuah dinamika sosial,
diperlukan untuk memverifikasi apakah adaptasi gagasan
multikulturalisme yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam di
Indonesia, terjadi karena suatu kesadaran yang bebas atau karena
tunduk pada suatu struktur sosial yang dominatif, terutama oleh
aktor-aktor perguruan tinggi yang memiliki kuasa tertentu.

Dalam Qutline of a Theory of Practice Bourideu (1977:72)
mendefinisikan habitus sebagai berikut:

Habitus adalah sistem yang terdiri dari struktur yang

bertahan lama. Sebuah struktur yang cenderung berfungsi

33 Pierre Bourdieou, Outline of a Theory of Practice (United kindom:
Cambridge University. 1997), h. 72
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sebagai struktur yang memberikan struktur, atau sebagai
asas yang melahirkan dan menyusun kebiasaan dan
penggambaran yang dapat disesuaikan secara objektif pada
hasilnya, tanpa mensyaratkan tujuan yang sadar terhadap
hasil-hasil atau penguasaan terhadap langkah-langkah yang
perlu untuk dicapai.*®

Dalam bahasa yang lebih sederhana habitfus bisa ditafsirkan
sebagai struktur berpikir atau kognitif yang dengannya actor-aktor
mencerna suatu realitas. Individu menggunakan habitus untuk
berhubungan dengan realitas sosial karena 1a telah dibekali dengan
serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk
mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia
sosial.’” Seperti benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak berguna,
terhormat-terhina.®®  Skema-skema  tersebut  berhubungan
sedemikain rupa sehingga membentuk struktur kognitif yang
memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup
kesehariannya bersama orang-orang lain.

Habitus bekerja di bawah level kesadaran dan bahasa,
diluar jangkauan pengawasan dan kontrol introspeksi kehendak.
Dengan demikian habitus adalah produk sejarah yang terbentuk
setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam
ruang waktu tertentu. Bourdieu meyakini bahwa kebiasaan
seseorang bukan diturunkan dari bakat tetapi oleh habitus yang
merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas

*% Adib, Mohammad, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre
Bourdieu,” dalam Jurnal Bio Kultur, Vol 1, No. 2, Juli-Desember, 2012,

7 George Ritzer dan Douglas J. Goodman. Sociological Theory,
diterjemahkan oleh Nurhadi, “Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik
Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen” (Yogyakarta: Kreasi
Wacana, 2009), h. 577

¥ Mohammad Adib, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre
Bourdieu,” dalam Jurnal Bio Kultur, Vol 1, No. 2, Juli-Desember, 2012.
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bermain dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas.
Pembelajaran itu terjadi secara halus, tidak disadari dan tampil
sebagai hal yang wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah
(Richad Harker, (edit.), 2009:x1x).

Bourdieu melihat habitus sebagai kunci bagi reproduksi
sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan serta
mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan social.
Misalnya ketika berjalan di lajur sebelah kiri, kebanyakan dari kita
tidak lagi memperhatikan petugas polisi. Tidak diperlukan lagi
pemasangan rambu-rambu lalulintas yang mengingatkan kita untuk
berjalan di sebelah kiri. Sebab berjalan disebelah kiri telah menjadi
kebiasaan yang bersifat teratur dan berpola, tetapt bukan
merupakan ketundukan pada peraturan tertentu.’’ Tegasnya
berjalan disebelah kiri merupakan habitus atau kebiasaan sosial
yang menjadi sebuah tindakan.

Kerangka pikir Bourdieu tentang habitus sebagaimana
dijelaskan di atas pada dasarnya bisa digunakan untuk menjelaskan
fenomena  perkembangan  sebuah  gagasan  semacam
multikulturalisme di perguruan tinggi. Artinya ketinya gagasan ini
diterima, bukan karena sesuatu yang tiba-tiba tetapi terbentuk
karena suatu tradisi intelektual yang mengakar dalam sebuah
perguruan tinggi. Habitus tentang multikulturalisme juga dibentuk
oleh fakta sosiologis dalam masyarakat, keragaman, serta konflik
dan kontestasi yang terjadi secara terus menerus. Nilai-nilai
multikulturalisme di perguruan tinggi Islam seperti, penghormatan
dan pengakuaan pada eksistensi pada keragaman, dan kesetaraan
diantara kelompok-kelompok yang berbeda adalah habitus yang
berproses secara tidak disadarai dan dilaksanakan oleh civitas
akademik sebagai sebuah bentuk kebiasaan akademik. Tetapi 1a
menjadi sebuah struktur yang menundukkan civitas akademik akan

" Adib, Mohammad, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre
Bourdieu,” dalam Jurnal Bio Kultur, Vol 1, No. 2, Juli-Desember, 2012.
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spirit multikulturalisme. Dalam kasus peguruan tinggi Islam,
habitus tentang nilai-nilai multikulturalisme memungkinkan
berbagai komponen di perguruan tinggi, tanpa menyadari turut
mempromosikan praktik keragaman, kesetaraan dan keadilan

Konsep habitus tidak bisa dipahami tanpa melihat
hubungannya dengan konsep field (ranah). Bourdieu memandang
rana sebagai jaringan relasional antar posisi-posisi objektif dalam
suatu tatanan yang hadir terpisah dari kesadaram indvidual. Oleh
karena itu ranah bukan ikatan intersubektif antara individu, namun
semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur
posisi-posist individu. Ranah merupakan metafora yang digunakan
Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang
terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya.*’
Posisi-posisi dalam ranah ini ditentukan oleh banyaknya volume
kapital yang dimiliki masing-masing pelaku atau kelompok sosial.
Dengan kata lain, struktur distribusi kekuasaan dalam Ranah
merupakan: (1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk
memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk
memperoleh akses tertentu yang dekat dengan kekuasaan; (2)
semacam hubungan terstruktur yang tanpa disadari mengatur posisi
individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk
secara spontan. Ranah menjadi pasar kompetitif yang didalamnya
berbagai jenis modal (ekonomi, kultural, sosial, simbolis)
digunakan dan dimanfaatkan.*'

Adapun field (ranah) yang dimaksud dalam studi ini adalah
struktur tentang multikulturalisme dalam masyarakat akademis.

40 Ritzer dan Douglas J. Goodman, Sociological Theory,
diterjemahkan oleh Nurhadi, “Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik
Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen”. (Yogyakarta: Kreasi
Wacana. 2010), h. 582-590.

I Mohai@had. Adib, 2012. “Agen dan Struktur dalam Pandangan
Pierre Bourdieu”, BioKultur, [IB. VI 2012 ).

91-110.

25




Ranah bisa mewujud pada keberadaan pimpinan universitas,
kelompok dosen, pusat-pusat studi yang memiliki reputasi, yang
dalam perspektif Bourdieu, merupakan agen yang menyerap nilai-
nilai multikulturalisme untuk menstrukturkan struktur akademik di
setiap perguruan tinggi. Proses menstrukturkan dan distrukturkan
tersebut bisa terjadi melalui kontestasi, negosiasi atau kompromi.
Dalam bentuk yang nyata bisa dilihat pada berbagai kegiatan
seminar, conference, diskursus ilmiah, serta praktik-praktik
akademik yang dilembagakan.

Menurut Irwan Abdullah (2010) gagasan tentang
reproduksi sosial bisa disederhanakan dalam tiga kata kunci, actor,
narasi dan kepentingan.*> Aktor adalah figure sentaral, tokoh
inteketual dan pemimpin dan orang-orang mampu mengaruhi suatu
proses social. Aktor memainkan peran penting karena mereka
memimpin dan mendorong perubahan. Sedangkan narasi, wacana,
atau opini adalah sesuatu yang disampaikan ke public untuk
meligitimasi suatu tujuan tertentu. Adapun kepentingan adalah
keuntungan yang diperoleh, baik actor maupun pihak-pihak lain
yang terlibat dalam proses social. Dalam konteks reproduksi
gagasan multikulturalisme di perguan tinggi, peran actor beserta
wacana yang dimainkan sangat penting untuk dicermati, karena
menentukan perubahan.

Studi ini menjadi penting, paling tidak untuk
menkonstruksi ulang pemahaman yang lebih acceptable tentang
multikulturalisme di tengah eforia dukungan maupun kritik yang
sedang berkembang. Apalagi dalam konteks upaya menyibak lebih
jauh relevansi nilai-nilai multikulturalisme dengan nilai-nilai Islam
yang universal, dalam usaha bersama merawat menghormati
keragaman, merawat harmoni dan persatuan serta menciptakan
perdamaian. Komunitas Perguruan Tinggi Islam (PTKI) di

2 Lihat Irwan _ kebudayaa,

(—

26




Indonesia, dengan segenap ilmuan dan cendekiawan yang
bernaung didalamnya merupakan kelompok yang paling otoritatif
otentik dari suara muslim Indonesia yang harus didengar dan
diperhatikan suaranya tentang tentang kontruksi multikulturalisme
dalam semangat keislaman dan keindonesian. Penelitian ini bisa
menjadi instrument pendahuluan untuk memahami kerja keras
komunitas PTKI, untuk mendialogkan Islam dengan konsep-
konsep besar yang datang dari Barat, untuk menemukan
kebermaknaan yang lebih komprehensif.




BAB 111
GAGASAN MULTIKULTURALISME
DI TIGA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Bab 1n1 membahas tentang beberapa temuan yang
dirumuskan dalam beberapa topik penting. Pertama, gambaran
umum tentang perguruan tinggi Islam di Indonesia yang berisi
tentang sejarah dan perkembangannya hingga deawasa ini. Kedua,
deksripsi tentang tiga Perguruan Tingi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN) yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniri Banda Aceh. Ketiga, perkembangan gagasan
multikulturalisme di tiga perguruan tinggi Islam tersebut serta
bagaimana bentuk-bentuk pelembagaannya dalam praktik
akademik.

A. Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam,

Perguruan tinggi Islam atau saat ini sering disebut sebagai
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri (PTKIN) memiliki
sejarah perkembangan yang sangat panjang. Kehadiran PTKIN di
Indonesia dibangun diatas proses perjuangan untuk menguatkan
ideology keagamaan tertentu, yakni mengembangkan Islam secara
akademik untuk merespon perkembangan sosial, ekonomi dan
politik yang terus berlangsung dalam masyarakat Indonesia.
Bahkan dewasa ini perguruan tinggi Islam telah menjadi kawah
candradimuka bagi pengembangan pengetahuan keisalaman dalam
merespon modernisasi dan perubahan sosial. Berikut ini akan
digambarkan tentang sejarah PTKIN dan perkembangan hingga
saat ini.




Sejarah Pendirian Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
Dalam berbagai referensi yang ada, ide tentang pendirian

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, merupakan satu mata rantai

dari keseluruhan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia yang

telah dimulai sejak awal abad XX. Wujud rit dari kesadaran
sejarah dan perjuangan itu tampak padah
IR tinggi I yang dilakukan [
N K hayrat (1905) [
I (1912) B Solo, Muhammadiyah (B di
Yogyakarta, [ (1915) [N
(1917) [N (1923) [N Nandlatul
- (1926) _ Meskipun berbagai lembaga keislaman

tersebut tidak seragam dalam menerapkan pembaharuan, namun
organisasi-organisasi Islam ini secara umum memperkenalkan
sistem pendidikan yang baru di lingkungan masing-masing.*
Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam pada saat
itu bisa dilihat dalam empat level. Pertama, level kelembagaan;
yaitu pembaharuan atau perubahan kelembagaan pendidikan Islam.
baik dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada
maupun  pendirian  lembaga  pendidikan Islam  yang
baru. Kedua, substansi isi (content) kurikulumnya, vyaitu dari
pengajaran ilmu-ilmu agama bergeser dengan memperkenalkan
ilmu-ilmu  umum ke dalam lembaga  pendidikan
Islam. Ketiga, aspek metodologis, yaitu perubahan metodologi
pengajaran yang selama itu diterapkan di lingkungan lembaga
pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan. Keempat: dari
segi fungsi; yakni secara tradisional fungsi pendidikan Islam
meliputi: transfer ilmu-ilmu keislaman (transfer of Islamic
knowledge), memelihara tradisi Islam (maintenance of Islamic

** Lihat Rifai Fathoni, Sejarah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia,
dalam situs https://'www.lyceum.id/sejarah-persuruan-tingei-agama-islam-di-
indonesia/
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traditions), dan melahirkan ulama (reproduction of
ulama), dengan pembaharuan yang terjadi di tubuh lembaga
pendidikan Islam, fungsi ini juga mengalami perkembangan.**
Proses pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan
oleh organisasi-organisasi Islam di atas cukup kuat memberikan
semangat umat Islam untuk berusaha menghadirkan lembaga
pendidikan tinggi yang bercorak keislaman. Gagasan ini terus
berkembang, karena sampai decad un 1930-an, pemerintah
colonial Belanda telah mendirikan

]
]
B pad- I ——
I pada
]
yang berdiri [ pada . Kchadiran tiga perguruan
B dalam rangka Politik Etis yang digaungkan oleh
pemerintah kolinial Belanda, namun sayang lembaga pendidikan
tersebut sangat diskriminatif karena hanya dinikmati oleh anak-
anak elit priyayl Indonesia saja, sementara generasi muda Islam
yang luas, kurang mendapat kesempatan untuk masuk di
dalamnya.*’

Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi di
lembaga yang didirkan Belanda, bagi rakyat Indonesia umumnya
amat kecil. Apalagi bagi umat Islam yang selama masa-masa
pergolakan nasional menjadi kelompok yang paling marginal, dan
terlibat dalam berbagai aneka perlawanan dan perjuangan

# Lihat H. Djon, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia,
dipublikasi  dalam https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-
1slam-di-indonesia/

* H. Djono, Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia,
dipublikasi dalam https://www.lyceum.id/sejarah-perguruan-tinggi-agama-
1slam-di-indonesia/
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menentang kolonial. Belajar di perguruan tinggi merupakan suatu
phenomena yang langka, dan jarang terjadi. Umumnya
terkosentrasi di Pondok Pesan dan Madrasah. Dengan
kenyataan ini, amat dipahami jika“ berhasrat [ dapat
tinggi [N akan
menampung anak-anak kaum muslimin dari sekolah rendah dan
menjadi ajang mobilitas bagi mereka. Tujuannya tidak hanya untuk
menampung calon-calon mahasiswa dari kalangan pribumi
muslim. melainkan juga untuk menegaskan corak keislaman yang
membedakannya dari corak pendidikan kolonial yang ‘netral’

terhadap pendidikan agama.
Pada tahun 1938, melalui
DN Masyarakar N mencetuskan

g untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (IAIN Syekh Nurjati

. Ide ini1 disusul dengan pemberitaan majalah
AID Nomor 128 tanggal 12 Mei 1938 yang memberitakan bahwa
telah diadakan permusyawaratan antara 3 (tiga) Badan Pendiri
Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Solo, dan Surabaya. Pada
bulan Juli 1938, M. Natsir menulis artikel yang dipublikasikan
dalam Pandji Islam berjudul “Menuju Koordinasi Perguruan-
perguruan Islam”, ditulis sebagai tanggapan terhadap gagasan
dirian lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurut Natsir, perlu

, misi, - wawasan.?’

* Deliar Noer, Islam dan Masyarakat (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003),
h. 153
47 Muhammad Natsir adalah mantan Perdana Menteri Indonesia,
Mantan Ketua Partai [slam Masyumi dan Tokoh Pemikir Islam dan Politik yang
sangat berpenagruh. la juga menaruh perhatian pada pendidikan Islam. Berbagai
tulisan Natsir bisa dilihat dalam Abudin Nata (2005), h. 81-94
31




Sampai dengan akhir masa penjajahan Belanda, 1ide
pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut belum benar-
benar bisa terealisasikan. Di Solo, sempat berdiri Islamische
Medelbare School (IMS) namun perguruan itu hanya dapat hidup
sampai tahun 1941 dan bubar (ditutup) karena pecahnya Perang
Dunia kedua. Di luar Jawa, di Padang, pada tahun 1940 juga berdiri
Sekolah Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama
Islam (PGALI), akan tetapi nasibnya sama dengan yang di Solo.
Ketika tentara Jepang menguasai kota Padang, Sekolah Islam
Tinggi dibubarkan karena tidak diijinkan oleh pemerintah Jepang.

Selanjutnya iggguntuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam
ini akhirnya
D 1 1 ) pac- N

yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam anggota MIAL*
Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI

meng an pertemuan yang menghasilkan 3 (tiga) program,
yaitu: —

[
N (Bait al-
o]
. Pendirian universitas Islam yang

telah direalisasikan oleh organisasi-organisasi Islam pada akhir
masa pemerintahan Belanda, hanya menjadi janji yang sering
dikemukakan oleh Jepang kepada umat Islam sejak minggu-
minggu pertama pendudukan Jepang di Jawa. Namun
kenyataannya selalu diulur-ulur. Tuntutan MIAI tidak pernah
berhasil sampai organisasi ini dibubarkan pada tanggal 24 Oktober
1943. Baru nanti beberapa minggu sebelum penyerahan Jepang,
sebuah universitas Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam
berhasil didirikan atas usaha Majelis Syuro Muslimin Indonesia

* Lihat penjelasan Pairin, Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi
Agama Islam, dalam file:///C:/Users/HP/Downloads/79-137-1-SM%20(2).pdf
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(Masyumi), organisasi federasi Islam baru yang dibentuk oleh
Jepang sebagai pengganti MIAL%

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTA) di Indonesia
bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk
mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Keputusan
Masyumi ini merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah
dicoba oleh MIALI sejak awal tahun 1943. Berbeda dengan MIAI
yang menclapatkan tekanan dari pihak Jepang, Masyumi lebih
beruntung memiliki kedekatan dengan Jepang. Sebagai tindak
lanjut dari keputusan tersebut, pada bulan April 1945 Masyumi
menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh
organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi),
kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah (dalam hal
ini Shumubu yang menjalankan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan
Islam).

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori
Masyumi pada bulan April tersebut berhasil mengambil langkah
maju untuk mewujudkan rencana pendirian Sekolah Tinggi Islam
(STI), yaitu dengan dibentuknya Panitia Perencana STI di bawah
pimpinan Moh. Hatta. Pgggtia inilah yang mengerjakan rencana
pelaksanaannya, seperti

I Wakaf,
N Dewan [N Kuratornya,
I dengan
I

, clan

Muzakkir
Magnificus _-anggotanya:
I singodimedjo, [N
. Akhirnya STI ini dapat dibuka
secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 di saat Peringatan Isra’
Mi’raj Nabi Muhammad Saw bertepatan dengan tanggal 8 Juli

* Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi (Bandung:
Mizan, 1991) h. 198 dan 225
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1945. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor
Imigrasi Gondangdia Jakarta.

Pada awalnya, STI didirikan untuk memberikan pendidikan
dan pelatihan kepada “orang-orang yang telah mempelajari Islam
secara meluas clan mendalam, dan telah memperoleh standar
pengetahuan umum yang memadai seperti dituntut oleh
masyarakat dewasa ini”. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian ST1
yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia
akan adanya “Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan
pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu
kemasyarakatan agar me penylaran agama dan memberikan
pengaruh Islam di Indonesia”. Menilik tujuan STI, jelas bahwa
para pemrakarsa yang terdiri dari tokoh-tokoh pembaharu, politisi,
ularna, dan intelektual muslim berupaya mencari bentuk perpaduan
pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama’ yang
pakar dalam dua bidang sekaligus, mempelajari Islam secara
meluas dan mendalam dan juga memiliki kualifikasi ilmu-ilmu
“sekuler” yang memadai. Berdirinya STI merupakan penjelmaan
dari pikiran yang jernih dan pandangan yang jauh ke depan dari
pemimpin-pemimpin Indonesia tentang corak perguruan Islam
yang harus ada.’”

Empat puluh (40) hari setelah STI dibuka secara resmi,
terjadilah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,
yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17
Agustus 1945. Keterlibatan tokoh-tokoh pendiri STI dalam
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (dalam BPUPKI) telah
menjadikan mereka sebagai the founding fathers bagi republik ini.
Para pendiri STI banyak yang kemudian menjadi pemimpin
republik yang baru lahir ini, misalnya sebagai wakil
presiden; perdana menteri, dan menteri.

" Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo, [AIN Problem dan
Prospek, (Jakarta: DEPAG RI, 2000), h. 23-78.
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